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ABSTRACK

National development based on Pancasila and the 1945 Constitution is essentially the whole person development and construction of all the people of Indonesia. 

With the growing level of people's lives, it also increased their daily needs. Accordingly, the problem arises when people are not able to buy a house in cash due to limited financial capacity, while more urgent housing needs. The fact that there is in our society are largely classified societies with low levels of the economy.

Intervention of the government in the fulfillment of housing facilities is needed. Because of very rapid population growth also means the increasing need of homes. While the provision of housing needs increasingly difficult by the community, this was due to the limited land and increasing land prices from year to year, so that it results in the need for the provision of shelter or housing requires no small cost.
ABSTRAK
Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan makin berkembangnya taraf kehidupan masyarakat, maka bertambah pula kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan itu, timbul persoalan jika masyarakat tidak mampu membeli rumah secara tunai disebabkan karena kemampuan keuangan terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah semakin mendesak. Kenyataan yang ada pada masyarakat kita adalah sebagian besar tergolong masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. 

Campur tangan dari pemerintah dalam pemenuhan akan sarana perumahan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena sangat pesatnya pertumbuhan penduduk yang berarti pula semakin meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Sedangkan penyediaan kebutuhan perumahan semakin sulit oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lahan-lahan dan semakin meningkatnya harga-harga tanah dari tahun ke tahun, sehingga hal tersebut mengakibatkan kebutuhan untuk penyediaan tempat tinggal atau perumahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Dengan makin berkembangnya taraf kehidupan masyarakat, maka bertambah pula kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan itu, timbul persoalan jika masyarakat tidak mampu membeli rumah secara tunai disebabkan karena kemampuan keuangan terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah semakin mendesak. Kenyataan yang ada pada masyarakat kita adalah sebagian besar tergolong masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan sendiri, secara otomatis diperlukan suatu bantuan keuangan dari pihak lain khususnya dari instansi pemerintah yang bersedia memberikan bantuan kredit berupa pinjaman uang dalam jangka waktu mengembalikan yang relatif ringan dengan syarat-syarat yang mudah agar dapat dipenuhi.

Campur tangan dari pemerintah dalam pemenuhan akan sarana perumahan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena sangat pesatnya pertumbuhan penduduk yang berarti pula semakin meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Sedangkan penyediaan kebutuhan perumahan semakin sulit oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lahan-lahan dan semakin meningkatnya harga-harga tanah dari tahun ke tahun, sehingga hal tersebut mengakibatkan kebutuhan untuk penyediaan tempat tinggal atau perumahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Untuk dapat menunjang kebijaksanaan dalam pemberian kredit kepada golongan masyarakat yang ekonominya rendah, maka pemerintah menunjuk BTN sebagai bank yang membantu dengan memberikan kredit untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Kredit yang diberikan oleh BTN khusus diberikan untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal dan tidak bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu kredit yang diberikan oleh BTN disebut kredit pemilikan rumah.

Pemberian kredit ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pembangunan khususnya pembangunan akan perumahan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan akan perumahan. Akan tetapi tidak semua warga masyarakat dapat memperoleh kredit pemilikan rumah yang mendapat dukungan dari BTN, melainkan hanya warga masyarakat tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank Tanbungan Negara  untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah dari Bank Republik Indonesia  (KPR-BTN).

Apabila kita berbicara mengenai kredit, maka kita harus mengerti definisi daripada kredit. Di dalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jadi dalam hal ini debitur harus melunasi hutang-hutangnya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Tetapi walaupun pembayarannya dengan angsuran, ada masyarakat tertentu yang tidak mampu untuk membayar kelangsungan kredit tersebut, maka dicari debitur lain dengan persetujuan kreditur dalam hal ini pihak BTN untuk meneruskan pelunasan angsuran dari pihak debitur. Hal inilah yang digunakan dalam dunia perbankan. Sedangkan kata alih debitur juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut dengan novasi. Mengenai novasi diatur dalam pasal 1413 ayat (2), yang menyatakab bahwa apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Di dalam praktek pemberian kredit pemilikan rumah oleh BTN ini, jaminan yang digunakan yaitu jaminan hipotik. Menurut KUH Perdata pasal 1162 yang menyatakan bahwa : “Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”.

Rumusan di atas jelas bahwa apabila debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutang-hutangnya, maka jaminan benda hipotik itulah sebagai pelunasan hutang-hutangnya tersebut. Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani.

Maksud dari rumusan tersebut yaitu Hak tanggungan  hanya dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahtangankan benda jaminan. Tindakan mengoperkan adalah tindakan pemilikan. Jadi untuk dapat meletakkan hipotik, orang tersebut harus cakap untuk bertindak dan mempunyai hak (kewenangan) mengambil tindakan-tindakan pemilikan terhadap benda jaminan tersebut, dalam mana dipandang sebagai permulaan dari suatu tindakan pengoperan, dalam hal ini kreditur terpaksa menjual benda jaminan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa bank di dalam memberikan kredit sangat memperhatikan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, pihak bank juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan bilamana debitur wanprestasi. Dan juga mengenai beralihnya hak dan kewajiban antara debitur asal kepada debitur pengganti dengan pihak Bank Tanbungan Negara dan seluk-beluknya.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “BEBERAPA MASALAH TENTANG PROSES ALIH  DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SAMARINDA” Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimana konstatasi alih debitur di BTN Cabang Samarinda dan bagaimanakah proses beralihnya hak dan kewajiban dari debitur asal kepada debitur pengganti (novasi) dengan bantuan pihak BTN serta bagaimana pula cara penyelesaiannya jika debitur pengganti melakukan wanprestasi sehubungan dengan kedudukan jaminan benda hak tanggungan (UU No.4 Tahun 1996).

II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Masalah Take Over Debitur di Bank Tanbungan Negara  Cabang Samarinda

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terjadinya alih debitur pada BTN Cabang Samarinda. Untuk mendapatkan bantuan kredit dari BTN, debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Misalnya dalam pembelian rumah KPR-BTN. Pengambilan Kredit Pemilikian Rumah BTN (KPR-BTN) ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI No. 49/MK/IV/I/1975 tanggal 20 Januari 1974 tentang penunjukan BTN sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat.

Bantuan kredit yang diberikan oleh BTN ini dikhususkan bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Dan rumah yang dibeli secara angsuran itu dijadikan jaminan utang oleh debitur. Karena untuk mendapatkan kredit dari bank, harus mempunyai jaminan untuk pelunasan utangnya.

Kredit Pemilikan Rumah dengan fasilitas (KPR-BTN), pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur selama jangka waktu antara 5 tahun sampai 20 tahun melalui BTN. Pembayaran rumah tersebut walaupun dilakukan secara angsuran, masih ada debitur yang tidak mampu untuk membayar angsurannya itu.

Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi, maka kemungkinan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut. Sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian tersebut, berkewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Sedangkan pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa apabila seorang debitur telah melakukan wanprestasi, maka mereka dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Apabila seseorang setelah jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, maka orang tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam Kredit Pemilikan Rumah BTN, yang dominan melakukan wanpestasi adalah pihak debitur. Keadaan yang demikian disebabkan karena debitur itu sendiri terdiri dari beberapa golongan masyarakat yang mempunyai sifat dan latar belakang yang berbeda. Pada prinsipnya wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah dalam hal kelalaiannya untuk mengangsur kredit yang telah diterimanya dari BTN.

Masalah wanprestasi ini memang merupakan masalah yang cukup sulit pemecahannya bagi pihak bank, walaupun sudah ada ketentuan di dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah BTN (KPR-BTN). Dari hasil penelitian, bahwa banyak debitur yang menunggak angsurannya dikarenakan debitur yang “nakal”, yaitu debitur yang mampu (mempunyai uang) tetapi tidak membayar angsurannya tepat pada waktunya. Sedangkan akibat dari debitur melakukan wanprestasi yaitu kreditur atau bank mengalami kerugian dalam arti bahwa investasi yang diharapkan segera kembali.

Di dalam bab yang terdahulu, penulis telah menjelaskan mengenai kewajiban dari debitur yaitu membayar harga pembelian atas rumah berikut tanahnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Apabila debitur tidak membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak Bank Tabungan Negara, maka debitur dikatakan wanprestasi. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank hanya menyarankan supaya debitur melakukan alih debitur dengan sepengetahuan pihak BTN.

Di dalam KUH Perdata, alih debitur itu disebut dengan novasi (pembaharuan hutang), diatur di dalam pasal 1413 ayat (2) yang berbunyi : “Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya”.

Sedangkan akibat-akibat dari novasi (pembaharuan utang), yaitu :

1. Ditunjuknya seorang debitur baru untuk menggantikan kedudukan debitur asal dalam hal pelunasan utang.

2. Dibebaskannya debitur asal dari perikatannya dalam hal pelunasan utang.

3. Debitur baru memperoleh hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah melalui seksi pendaftaran tanah yang dibuat dengan akte PPAT.

4. Beralihnya hak dan kewajiban dari debitur asal kepada debitur pengganti.

Pelaksanaan alih debitur ini dilakukan karena pihak kreditur dalam hal ini BTN tidak mau dirugikan, sehingga untuk menghindari lelang benda jaminan dibuatlah Surat Alih Debitur tersebut.

Jadi menurut pendapat penulis bahwa hendaknya pihak BTN dalam hal penyaringan calon nasabah harus melalui analisis kredit yang cermat, hal ini berhubungan dengan watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy) dari calon nasabah tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi penunggakan angsuran di kemudian hari.

B. Proses Beralihnya Hak dan Kewajiban Dari Debitur Asal Kepada Debitur Pengganti (Novasi) Dengan Bantuan Pihak BTN
Apabila debitur tidak dapat melunari Kredit Pemilikan Rumah dari BTN, maka debitur dapat mengalihkan pelunasan hutangnya kepada debitur lain yang disebut dengan debitur pengganti (novasi) yaitu dengan cara debitur memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak BTN atas perjanjian jual beli yang dilakukan terhadap rumah (KPR- BTN) yang belum lunas kreditnya. Maka pihak BTN akan membuatkan surat alih debitur (surat tanda pengalihan hutang), yang mana surat alih debitur tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada debitur pengganti. Dalam pembuatan surat alih debitur, debitur hanya menandatangani surat alih debitur saja, sedangkan perjanjian kreditnya mengikuti perjanjian kredit yang dulu.

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1416 KUH Perdata yang berbunyi : “Pembaharuan utang dengan penunjukan seorang berutang baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan orang berutang yang pertama”. Tetapi di dalam praktek mengenai benda hipotik ini, untuk melakukan pembaharuan utang harus dengan bantuan orang yang pertama berutang dan juga pihak kreditur dalam hal ini BTN.

Surat alih debitur dibuat di hadapan seorang notaris. Dan dengan dibuatnya surat alih debitur, maka debitur pengganti harus melakukan balik nama atas kepemilikan rumah dan tanah yang dijadikan jaminan benda hipotik. Balik nama tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang sekarang disebut Seksi Pendaftaran Tanah. Hal ini sesuai dengan pasal 1172 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Penjualan, penyerahan serta pemberian suatu piutang hipotik hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik”.

Juga sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan dibuatnya surat alih debitur tersebut, maka segala hak dan kewajiban dari pihak debitur asal akan berlaih kepada debitur pengganti. Disamping itu dengan pembuatan surat alih debitur tersebut akan membuat kedudukan pihak pembeli rumah KPR- BTN mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipastikan dalam menguasai rumah yang mendapat dukungan kredit pemilikan rumah dari BTN, dan kedudukannya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun juga. Selain itu upaya alih debitur juga berfungsi untuk menyelamatkan kredit macet pada BTN.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa dengan dibuatnya surat alih debitur antara pihak BTN dengan pihak pembeli rumah yang mendapat fasilitas kredit pemilikan rumah dari BTN (KPR- BTN), maka segala hak dan kewajiban dari pihak debitur akan beralih kepada pihak pembeli rumah. Disamping itu dengan pembuatan surat alih debitur, maka kedudukan pihak pembeli rumah akan berubah menjadi pihak debitur dari BTN, dan berarti pula  bahwa hubungan hukum yang terdapat diantara pihak debitur asal dengan pihak BTN yang terjadi pada saat dibuatnya perjanjian kredit pengoperan utang telah dianggap hapus atau telah berakhir.

C. Cara Penyelesaian Jika Debitur Pengganti Melakukan Wanprestasi Sehubungan Dengan Kedudukan Jaminan Benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996)

Dengan adanya novasi atau pembaharuan utang, maka hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kredit beralih kepada debitur pengganti secara penuh. Untuk itu kedudukan dari debitur pengganti tersebut berubah menjadi debitur dari Kredit Pemilikan Rumah pada BTN (KPR- BTN). Dan beralihnya hak hipotik tersebut harus dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Seperti yang tercantum dalam pasal 1172 KUH Perdata yang berbunyi penjualan, penyerahan serta pemberian suatu piutang hipotik hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Setelah melalui proses tersebut di atas, maka kredit dalam hal ini BTN mempunyai hak untuk mengeksekusi sendiri jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) atau parate eksekusi.

Di dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah BTN (KPR- BTN), dimungkinkan dilakukannya penggantian debitur. Penggantian debitur yang dilakukan antara debitur asal kepada debitur pengganti disebut dengan perjanjian pengoperan utang. Status debitur pengganti yaitu sebagai pembeli benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dari debitur asal yang memperoleh hak dengan titel atau alas hak umum. Maksudnya disamping seseorang mempunyai hak-hak tertentu, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) itu hanya sebagai perjanjian tambahan (accessoir) dan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang saja.

Jadi pembeli benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) berhak untuk menempati rumah tersebut dan kalau utangnya sudah lunas kemudian hak tanggungan (UU No. 4 tahun 1996) diroya, maka benda jaminan hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) itu menjadi milik debitur pengganti. Disamping itu juga debitur berkewajiban untuk membayar harga rumah tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan, juga berkewajiban untuk mentaati isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak BTN, antara lain dilarang mengubah bentuk bangunan atau konstruksi rumah dan juga menyewakan kepada  pihak lain.

Untuk mendapatkan eksekusi langsung terhadap benda hipotik, maka harus diterbitkan sertifikat terlebih dahulu. Penerbitan sertifikat ini melalui fase-fase sebagai berikut :

1. Fase yang pertama ialah proses yang terjadi berupa perjanjian pemberian kredit/perjanjian membuka kredit dengan kesanggupan jaminan hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Ditinjau dari segi sifatnya perjanjian, fase ini merupakan perjanjian yang bersifat pokok atau bersifat obligatoir.

2. Fase yang kedua lazim disebut dengan perjanjian pemberian hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Perjanjian ini menurut ketentuan undang-undang merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dan dikehendaki mengandung unsur kebendaan. Dimana proses terjadinya perjanjian pembebanan hak tanggungan (UU No. $ TAhun 1996) disini terikat oleh bentuk tertentu, yaitu harus dilaksanakan dengan akta PPAT yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

3. Fase yang ketiga lazim disebut pemasangan hak tanggungan  (UU No. 4 Tahun 1996) /pendaftaran hak tangguangan (UU No. 4 Tahun 1996). Proses ini terjadi di Kantor Pendaftaran Tanah (KPT), yang sekarang disebut dengan Seksi Pendaftaran Tanah. Pendaftaran terjadi dengan cara mendaftar hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) di dalam buku tanah dan merupakan alat bukti yang kuat tentang telah terjadinya pembebanan secara sah.15)
Dengan adanya pendaftaran hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) tersebut dapat diterbitkan sertifikat hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) yang merupakan bukti hak, dimana grossenya mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dari BTN, si debitur pengganti berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Jika tidak melakukan kewajibannya tersebut disebabkan bukan karena keadaan memaksa, maka debitur pengganti dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Sedangkan tindakan yang diambil oleh pihak BTN apabila debitur pengganti melakukan wanprestasi adalah melalui peringatan secara lisan maupun secara tertulis sebanyak tiga kali. Adapun cara pemberitahuan atau peringatan yang dilakukan oleh pihak BTN, antara lain dengan  jalan :

1. Surat peringatan secara tertulis yang pertama diberikan apabila peringatan secara lisan tidak diperhatikan oleh si penyewa.

2. Apabila dalam tenggang waktu satu bulan sejak peringatan tersebut diberikan, pihak penyewa tetap tidak memperhatikan peringatan tersebut, maka pihak BTN akan mengeluarkan surat peringatan yang kedua kalinya.

3. Apabila surat peringatan pertama dan kedua tetap tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak penyewa, maka pihak BTN akan memberikan surat peringatan untuk terakhir kalinya kepada pihak penyewa tersebut yang jangka waktunya satu bulan sesudah peringatan kedua.

Setelah dikeluarkannya surat peringatan ketiga kalinya dan pihak debitur tetap tidak melunasi hutangnya tersebut, maka diterbitkan surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah. Dan debitur diberi kesempatan selama 30 hari untuk melunasi hutangnya. Namun bila dalam jangka waktu tersebut tidak bisa atau tidak mau melunasi hutang serta mengosongkan rumah, maka BTN dimungkinkan untuk melaksanakan hak eksekusinya atas barang jaminan yaitu berupa penjualan di muka umum atau mengadakan lelang terbuka. Hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur pada BTN.

Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun yang berbunyi : “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik atau fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13, eksekusi hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.

Rumusan tersebut jelas bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996), dengan kesepakatan antara kreditur penerima hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan debitur pemberi hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Sehingga hasil dari penjualan jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Eksekusi tersebut tidak perlu melalui perantara hakim, karena kreditur dalam hal ini bank mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan. Wewenang yang demikian itu timbul karena adanya dua kemungkinan, yaitu :

1. Karena grosse akta hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi dapat dilakukan eksekusi secara langsung terhadap bendanya dengan jalan benda jaminan itu dijual di muka umum dan hasilnya diperhitungkan untuk pelunasan piutangnya.

2. Karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Berarti disini kreditur dapat menjual benda jaminan itu di muka umum atas dasar parate eksekusi. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri demikian yang tercantum dalam akta, jika didaftarkan dalam register umum mempunyai sifat hak kebendaan.

Namun di dalam praktek, bahwa eksekusi secara langsung oleh bank terhadap jaminan benda hipotik jarang sekali terjadi. Karena bank selalu menyerahkan eksekusi ini pada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sedangkan proses untuk melaksanakan eksekusi tersebut ditangani oleh suatu panita, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang mulai bertindak setelah adanya pelimpahan masalah penunggak kredit dari BTN.

Hasil dari eksekusi ini digunakan untuk melunasi sisa hutang dari debitur pada BTN, dalam hal ini termasuk biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Apabila dari hasil eksekusi atau penjualan barang jaminan terdapat sisa hasil pelunasan hutang, maka sisanya akan diberikan kepada debitur.

III P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan alih debitur ini dilakukan karena pihak kreditur dalam hal ini BTN tidak mau dirugikan, sehingga untuk menghindari lelang benda jaminan dibuatlah Surat Alih Debitur tersebut. Jadi menurut pendapat penulis bahwa hendaknya pihak BTN dalam hal penyaringan calon nasabah harus melalui analisis kredit yang cermat, hal ini berhubungan dengan watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy) dari calon nasabah tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi penunggakan angsuran di kemudian hari.

2. Bahwa dengan dibuatnya surat alih debitur antara pihak BTN dengan pihak pembeli rumah yang mendapat fasilitas kredit pemilikan rumah dari BTN (KPR- BTN), maka segala hak dan kewajiban dari pihak debitur akan beralih kepada pihak pembeli rumah. Disamping itu dengan pembuatan surat alih debitur, maka kedudukan pihak pembeli rumah akan berubah menjadi pihak debitur dari BTN, dan berarti pula  bahwa hubungan hukum yang terdapat diantara pihak debitur asal dengan pihak BTN yang terjadi pada saat dibuatnya perjanjian kredit pengoperan utang telah dianggap hapus atau telah berakhir.

3. Bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996), dengan kesepakatan antara kreditur penerima hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan debitur pemberi hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Sehingga hasil dari penjualan jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Eksekusi tersebut tidak perlu melalui perantara hakim, karena kreditur dalam hal ini bank mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan. Namun di dalam praktek, bahwa eksekusi secara langsung oleh bank terhadap jaminan benda hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) jarang sekali terjadi. Karena bank selalu menyerahkan eksekusi ini pada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sedangkan proses untuk melaksanakan eksekusi tersebut ditangani oleh suatu panitia, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang mulai bertindak setelah adanya pelimpahan masalah penunggak kredit dari BTN.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Apabila seorang debitur mempunyai maksud untuk mengoperkan hak atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terhadap rumah dari Kredit Pemilikan Rumah BTN (KPR- BTN), maka sebaiknya debitur menunggu hingga sertifikat sudah berada di tangannya. Demi kelancaran tertibnya administrasi, maka sertifikat hak atas tanahnya berada pada kreditur dan dilakukan pemasangan hipotik secara nyata. Agar bisa dipasang secara nyata, maka sertifikat itu harus berada pada kreditur.

2. Bagi pihak pembeli rumah KPR- BTN yang belum lunas kreditnya, sebaiknya mengikutsertakan BTN untuk memindahkan kewajiban membayar utangnya kepada pihak lain, sehingga pihak pembeli rumah akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

3. Debitur yang melakukan alih debitur pada BTN Cabang Samarinda cukup banyak, sehingga kalau tidak diantisipasi akan merugikan pihak bank. Untuk itu pihak bank harus cermat dalam menganalisis calon nasabah KPR- BTN, yang meliputi watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy) calon nasabah.
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